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‘bahwa dalam rangka melaksanakan reforrna31 blrokraSI, PerluA ;_:':‘
: .-‘».»,vv'"dﬂakukan perubahan pola p1k1r dan budaya kezja, S . | L
ba.hwa untuk mewujudkan pcrubahan pola p1k1r dan budayaf‘_",.‘:,_,‘v"‘} v,:
, keI]a aparatur P erlu upaya yang terprogram dan berkelanjutan' ) -
. ':melalul pengembangan budaya kerja B _ '. e |
}f, bahwa berdasarkan pertxmbangan ‘sebagalmana dlmaksud
o ; dala.m huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupatl o
: 'tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kex]a, ,, ER
Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan:
‘ .Daerah daerah Kabupaten dalam L1ngkungan Prop1n81 Jawa}:,}?f “ ’
Undang—Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat"ur S1p11f‘:f'f‘ f :
'Y':Ncgara (Lembaran Negara Repubhk Indonesm _ Tahun 2014'::7
Nomor 6, Tambahan Lcmbaran Negara Repubhk Indones1aw’>»'”'
H Nomor5494) . DA I S TR o
v.f‘Undang—Undang Nomor 23 'I‘ahun 2014 tentang Pemenntahan'ff 5" .
Daerah (Lembaran Negara Republlk Indone31a Tahun 2014,
- Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a S .
e Nomor 5587) sebagalmana telah d1ubah beberapa kah terakhlrh,;v‘_ :
z dengan Undang—Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang' _
| . Perubahan chua atas Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014' . |
tentang Pemcnntahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara
: :Repubhk Indonesm Nomor 5679), e ’ -



B "”?.3_}:':">‘>4.,'v-Peraturan Pemermtah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman S R

o vPembmaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan _
'i,.Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonema Tahun 2005_g_'

| .Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indoncszag’

‘“},Nomor 4593), Tl o
‘ Peraturan Pemermta.h Nomor 53 Tahun 2010 tentang stlphnf‘

o Pegawau Negen Slpll (Lembaran Negara Repubhk Indonesia S

' Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Repubhk:'[

- Indones1a Nomor 5135), v

F:':‘.v:‘vPeraturan Pre31den Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grand Demgn L
o Reforma31 B1rokra31 2010 2025 ' ' '

S 7. Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan‘

ST Menctapkén >

o Reformas1 B1rokrasx Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman}» )
o Budaya Kelt]a (Benta Negara Repubhk IndoneS1a Tahun 2012': - B
n Nomor751), R - o B T
8,.’,V-Peraturan Pemenntah Nomor 11 Tahun : 2017 tentang

"”,;’Manajemen Pegawa1 Negen Sxp11 (Lembaran Negara Repubhk»;

R Indonema Tahun 20 17 Nornor 63 Tambahan Lembaran Negara o

Repubhk IndoneSIa Nomor 6037);

9. v»»Peraturan Daerah Nomor 16 Tahu'n 2016 tentang Pembentukanb o
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, o

| (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016, o

' Tambahan Lemba:an Kabupaten: Karanganyar Nomor 67),

SRR -MEMUTUSKANL:V

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN |
»'»,BUDAYA KERJA S |

 BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

B Dalam Peraturan Bupat1 ini, yang dlmaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar

o : | 2. Pemermtah Daerah adalah Bupan dan Perangkat Dacrah |

sebaga1 unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang =

memunpm pelaksanaan urusan pemermtahan yang menjadi o

kewenangan daerah otonom.

o - 3. Bupat»l_» adalah Bupati Karanganyar. f



. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakjrat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan
dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Karanganyar. ' '

. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah

unsur pelaksana teknis operasional dinas atau badan untuk

‘melaksanakan sebag1an urusan dinas atau badan.
. Pegawai Aparatur Slp11 Negara yang selanjutnya disebut

~ Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai

pemerintah déngan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat

 pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan

10.

11,

" pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji

berdasarkan peraturan perundang-undangan

. Budaya Organisasi adalah sistem nilai bersama dalam suatu

organisasi yang menjadi acuan bagaimana para pegawai
melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan atau cita-cita
organisasi.

. Budaya Kerjav Aparatur yang selanjutnya disebut Budaya Kerja

adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok dari aparatur
negara yang didasari atas nilai-nilai yang ’diya.kini
kebenarannya dan telah menJadl sifat serta kebiasaan dalam
melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari hari. ‘
Pengembangan Budaya Kerja adalah upaya dan langkah
sederhana secara sistematis untuk menerapkan nilai-nilai dan
norma etika Budaya Kerja aparatur negara dan melaksanakan
seCara konsisten dalam pelakSanaan tugas penyelenggaraan
organisasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Kelompok Budaya Kerja, yang Selanjutnya disingkat KBK,
adalah organisasi budaya kerja aparatur pemerintah daerah
yang bersifat informal, dibentuk oleh Perangkat Daerah dalam
rangka mengoptlmalkan pelaksanaan pengembangan budaya
kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

Nilai Budaya, yang selanjutnya disingkat nilai, adalah konsep
abstrak mengenal masalah dasar yang sangat pentmg dan

. bernilai di kehidupan manusia.

12

13.

‘14,

Internalisasi adalah proses penanaman nilai-nilai yang
terkandung di dalam budaya kerja di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Karanganyar.

Sosialisasi adalah proses pemberian pemahaman yang
mendorong aparatur melaksanakan nilai budaya kerja.
Perumusan nilai-nilai adalah perumusan nilai-nilai Budaya
Kerja yang didasarkan pada praktik yang dikenal dan dapat
dilaksanakan setiap pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah
dengan berakar pada apa yang sesungguhnya berlaku dalam
organisasi dari hari ke hari untuk menjadi lebih baik.



. ‘ b_ 135, Deklara81 Nilai-nilai adalah suatu tahapan pentmg, dimana
R 'secara - formal dinyatakan =~ bahwa  proses
pembangunan/ pengembangan budaya kerja dimulai. dengan
tujuan untuk membangun komitmen. o
16. Role Model adalah ASN yang dapat dljadlkan panutan atau
teladan bagi ASN yang lain.

S ~ BAB II :
MAKSUD TUJUAN SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2
. Maksud dltetapkannya Peraturan Bupau ini adalah sebagai acuan bagi o
: Perangkat Daerah dalam mendorong ASN di hngkungannya untuk -
' melaksanakan dan mengembangkan budaya ketja o

| - Pasal 3
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

P a. membantu pengembangan ‘budaya kerja dalam pelaksanaan, B

reformasi birokrast; ‘
b. membantu Perangkat Daerah di hngkungan Pemermtah Daerah
untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku pejabat serta

pegawai . di lingkungannya masmg—masmg agar dapat o
' vmenmgkatkan kinerja untuk mempercepat pelaksanaan reformasi -

1 . birokrasi; dan : .

- c. memberikan panduan dalam merencanakan, melaksanakan, serta
melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan
budaya kerja '

v Pasal 4 .
Sasaran d1tetapkannya Peraturan Bupat1 ini adalah terc1ptanya
perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur Daerah menjadi
budaya yarig mengembangkan sikap dan perilaku ‘keija yang
. berorientasi pada hasil (outcome) yang dlperoleh dari produktmtas
N kerja dan kinerja yang tmgg1 untuk memberlkan pelayanan kepada
| s masyarakat : : ‘

Pasal 5

- Ruang hngkup Budaya Kerja mencakup penerapan Nilai Budaya

~ Kerja di seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemcnntah Daerah
dan mencakup seluruh aparatur Pemerintah Daerah yang terkait
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah.



BABHI |
NILAI BUDAYA KERJA
Pasal 6 |

(1) Nilai Budaya | Kerja di ’lingkungan Pemerintah Daerah yaitu
Benntegntas, Akuntabel Efektif dan Eﬁ31en, Kua.htas Dalam
Pelayanan, yang dlsmgkat ”BAEK”

(2) Nilai Budaya Kerja "BAEK” sebagaxmana dlmaksud pada ayat (1)
mengandung maksud sebaga1 benkut v
a. Bermtegntas “yaitu Pegawa1 yang berkarakter baik yang

mampu menunjukkan kon31stens1/kea_|egan perilaku, ucapan
dan pikiran serta dapat diperéaya dalam melayani;

b. Akuntabel yaitu seorang Pegawai dalam rhenjalankan tugasnya
harus taat | terhadap ,peraturan vperundang—undangan,
memenuhi target-target = kinerja yang telah ditetapkan,
vmempertanggunawa;bkan seluruh  sumber daya yang
dipergunakari teliti dan akurat,  selalu transparan, serta
menghasilkan kmelja yang berkualitas.

c. Efektif dan Efisien yaitu seorang Pegawai dalam menjalankan
tugasnya dapat tepat waktu, tepat sasaran, eﬁswn dalam
'penggunaan anggaran tapi tetap mendapatkan has11 yang
maksunal, ‘

d. Kualitas dalam Pelayanan  yaitu seorang Pegawai dalam
menjalankan  tugasnya agar selalu belajar hal baru,
-menefapkan 58 v(Seriyurn, ‘Salam, Sapa, Sopan dan Sémt_un)
cepat dan tepat dalam melayani, hasil maksimal seperti yng
‘ diharépkan, mudah beradépt'asi,‘ berwawasan lﬁas, kreatif, dan
inovatif. | | |

Pasal 7 =

Perilaku penting yang vmendukung penerapan Nilai Budaya Kerja

sebagainiana dimaksud dalam Pasa1'6 ayat (2) sebagai berikut :

a.'Berintegritas meliputi menjalankan tugas dengan baik, mampu
mcnunjukkan kon31stens1/tetap dalam perilaku, ucapan dan
pikiran dan dapat dipercaya dalam melayani; |

b. Akuntabel meliputi menjalankan tugas dengan baik taat

- terhadap peraturan perundang-undangan, memenuhi terget-

| target kinerja yang telah ditetapkan, mempertanggungiawabkan
seluruh sumber daya yang dipergunakan, tel_iti dan akurat,

selalu transparan, serta menghasilkan kinerja yang berkualitas;



L

c. Efektif dan Efisien meliputi mgnjalankan.tugasnya dapat tepat

waktu, "_tepat sasaran, efisien dalam penggunaan anggaran tapi

" tetap mendapatkan hasil yang‘ maksimal;

d. Kualitasv dalam Pelayanan yaitu meliputi menjalankan tugasnya
dengan baik, selalu belajar hal baru, menerapkan 5S (Senyum,
Salam, SaLpa, Sopah dan Santun) cepat dan tepat dalam
melayani, hasil maksimal seperti ‘yang diharapkan, mudah

- beradaptasi, berwawasan lims, kreatif, dan inovatif.
| BABIV -
" PENERAPAN BUDAYA KERJA
Pasal8

(1) Dalam penerapan nilai dan perilaku_ penting Budaya Kei‘ja, '

Pimpinan Perangkat Daerah berperan ‘sebagai panutan atau role

model.

o (2 Untuk memacu penerapéiﬁ Budaya Kexj'a dapat menggunakari yél-'

yel “Semarigat Pagi” atau frasa lainnya pada acara formal atau non

o formal.

Pasal 9

b (1) Untuk mendukung penerapan n11a1 dan penlaku pentlng budaya

kexja, setiap Perangkat Daerah wajib membentuk KBK

(2) KBK sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) bertugas :

a. merumuskan program - dan kegxatan yang ~mendukung
- penerapan nilai Budaya Keqa,

b. mengembangkan perilaku penting sesua1 dengan situasi dan
~ kondisi lingkungan kerja; - 3 o

‘c. melaksanakan proses sosialis;asi, :internalisasi, dan upaya
lainnya untuk  mendukung ‘}vupaya . penerapan  dan

' pengembangan Budaya Kerja.

(3) Perangkat Daerah dapat memberi nama KBK sesuai dengan

karaktcnstlk dan kreatmtas masmg-masmg Perangkat Daerah.

“(4) Pembentukan dan nama KBK dltetapkan dengan Keputusanv

Kepala Perangkat Daerah.



Pasal 10

(1] Susunan orgamsam KBK sebagmmana d1maksud dalam Pasal 9

'vayat (1) terdm atas

C,a penanggung Jawab
b ketua, » -

c. sekretans,

- "d anggota dan |
,'e fasﬂltator |

{2) Penanggungawab sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf a

-

)

ertua sebagmmana dlmaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai “

,mempunya1 tugas o

o a :bertanggun.awab atas penyelenggaraan dan pelaksanaan

»menyedlakan sarana dan prasarana untuk keglatan KBK
v membma, memastlkan ‘dan memantau kegxatan KBK

. fmendorong KBK untuk tetap aktif; dan

e. _b memnda.klan_]utl hasil pemlklran KBK

a berperan aktlf dalam mermmpm pelaksanaan kegxatan KBK;

b membgnkan petunjuk dan arahan dalam pelal_{sanaan vkegl}atan .

c. menmptaka.n hubungan ya.ng ba1k antara KBK dengan, :

penanggung Jawab dan fasﬂ1tator, o

d bersama dengan Fas1htator melaporkan perkembangan

akt1v1tas KBK kepada penanggung Jawab dan-

' e mendorong KBK untuk terus melakukan akt1v1tas yang telah :

(4)

dlrencanakan B _
Sekretans sebagaxma.na dxmaksud pada ayat (1) huruf <,

mempunya1 tugas

Ca. menyusun rencana keglatan KBK :
b melaksanakan tugas tugas kesekretanatan KBK;

o c. membantu Ketua dalam pelaksanaan teknls keglatan KBK dan

R ’d menyusun laporan pelaksanaan keg1atan KBK

e

», Anggota sebagannana dlmaksud pada ayat (1) hul-uf d,' o

: - mempunyal tugas: L
- a berperan aktif dalam keglatan KBK

b bekeljasama dengan seluruh anggota, dan -

- c. melaksanakan keglatan KBK



mempunya1 tugas
o " a.’ emfa3111taS1 pelaksanaan KBK . o
b menularkan pengetahuan tentang Budaya Kerja kepada Ketua
i dan Anggota; - T . L
c mcngkoordma:-:-lkan memblmblng dan mengarahkan keglata.n}}
- d;b menc1ptakan hubungan yang ba1k antara KBK dan penanggung |

" jawab;

melaporkan perkembangan akt1v1tas KBK kepada Penanggung' “
| '_'Jawab dan
. membangkltkan kembah semangat KBK agar aktlf dan o

o membantu memecahkan pcrmasalahannya
dlsesuaukan dengan kOIldlSl dan karaktenstlk Perangkat Daerah

tercantum dalam Lamplran I Peraturan Bupatx 1n1

o BAB V
LANGKAH LANGKAH PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA
Pasal 11

Langkah Iangkah pengembangan Budaya Kerja tercantum dalam |
Lampn'an g yang merupakan baglan t1dak terp1sahkan darl Peraturanv E

AT “Bupatl 1n1

BAB VI -
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12 R

(1) Bupatl melakukan pembmaan dan pengendahan penerapan‘ . '3

budaya kerja d1 lmgkungan Pemenntah Daerah v .

(2) Pembmaan dan pengcndahan sebagaumana dlmaksud pada ayat o

(1) dllakukan dengan : T _ .

: ] v a membenkan pedoman,, petunjuk b1mb1ngan, dan arahan o

) dalam penerapan budaya kex;]a ' v o - -

b mclakukan momtormg dan cvaluas1 penerapan budaya kelja
dan, o v - .

(6) Fasﬂltator sebagmmana dunaksud pada ayat (1) huruf e,;'

o “ .‘“e.‘menglku‘u perkembangan aktmtas KBK dan bersama Ketua S

(7) Susunan organlsa81 KBK sebagaJmana dlmaksud pada ayat (l)v e

(8) Bagan organisasi’ KBK sebagannana d1maksud pada ayat w o



- pada tanggal 5 ApI‘ll 2019

B ‘SEKREVTAR‘I'S DAERAH.KABUPATEN KARANGANYAR

S o c'..‘nv»lengko‘(?)rdiha"siké'n pénYClvenggaféankoﬁipcti‘si/ gél»ar‘bi;.ldaya’ S |
. KETENTUAN PENUTUP .
Pasal 13 f,i s

1. | Peraturan Bupat1 ini mulax berlaku pada tanggal dlundangkan B o

: Agar setlap orang mengetahumya, memenntahkan pengundangan"

"Peraturan Bupatl ini dengan penempatannya dalam Benta Daerah o ’,

Kabupatcn Karanganyar | - S
T Ditefépkah d1 Karangahyar. o
. pada tanggal 5 April 2019

o :Dlundangkan d1 Karanganyar o

Cwd
L SUTARNO el | o
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 31 -

| Salma )cs\al dengan ashnya
-~ SEKRETARIAT DAERAH
- KABﬁPK'\l\rKAhANGANYAR

NP, “9750\311 19%903 1 009' |



- - LAMPIRANI = |
. '~ PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
| NOMOR %) TAHUN Z2/9
TENTANG - | |
“PEDOMAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA

BAGAN ORGANISASI KELOMPOK BUDAYA KERJA’

PENANGGUNG JAWAB

FASILITATOR ~ |eeeeeeeeeee- |

~ SEKRETARIS

- e - | ANGGOTA JJ
KETERANGAN: e T
- = Garis Komando S . o - o o

= Garis Koordinasi - _ BUPATI KARANGANYAR

ttd

- JULIYATMONO
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LAMPIRANII | o
" PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR %| TAHUN ow/g - g
TENTANG
- PEDOMAN PENGEMBANGAN BUDAYA
' KERJA |

" LANGKAH-LANGKAH PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA

PENDAHULUAN

Reformas1 Birokrasi pada dasarnya bertujuan - untuk menmptakan o
blrokra31 pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif,
berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari korup31 kolusi dan
nepotisme, fnampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan
memégang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Tujuan dan
kondisi birokrasi yang diinginkan telah tercantum dalam Peraturan
Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Blrokrasy ‘
2010-2015 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

’Reformam Birokrasi Nomor 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasr

BlI‘OkI‘aSl
: Untuk mencapa1 apa yang dlharapkan diatas, dlperlukan upaya luar -
biasa untuk menata ulang proses birokrasi dan aparaturnya dari tingkat

‘tertinggi _h1ngga terendah, 'diperlukan suatu perubahan paradigma yang
‘memberikan kemungkinan ditemukannya terobosan atau pemikiran baru di

luar kebiasaan/rutinitas yang ada, diperlukan perubahan pola pikir dan

budaya kerja untuk menjaga keberlanjutan hasil terobosan atau pemikiran '

baru tersebut. Penekanan perlu adanya perubahan pola pikir dan budaya
kerja dalam kebijakan reformasi birokrasi, dinyatakan sebagai salah satu area

dari 8 (delapan) area perubahan yang harus dilakukan oleh - Pemerintah ;

Kabupaten Karanganyar Selanjutnya untuk mempercepat keberhasilan
proses perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Karanganyar, disusun acuan yang dapat digunakan -

‘sebagai landasan dalam bentuk Peraturan Bupati untuk mendorong -
” perubahan sxkap dan perilaku peJabat dan PNS di lingkungan Pemerintah -

 Kabupaten Karanganyar. Peraturan Bupati dalam pelaksanaan Budaya Kerja

 B.

‘adalah mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja.

LANGKAH-LANGKAH PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA

' Pengembangan Budaya Kerja merupakan proses panjang yang tidak
mudah ‘harus dilakukan secara terus menerus, melalui ‘strategi yang tepat '
dan konsisten. Untuk mengembangkan budaya kerja perlu ditempuh 3 (tlga)
tahapan yaitu :
a. perumusan nilai-nilai;
b. implementasi; dan

- ¢. monitoring dan evaluasi.



: ‘sebagal benkut
1 Perumusan N11a1-N11a1

- lebih baik. Sumber n11a1 dapat dlambﬂ dan n11a1 yang terkandung dalam
. a. Ajaran agama’ LA e . : : :
b, Falsafah Negara; dan o R
e Keb1asaan yang berkembang i masyarakat / adat

Focus Group Duscusszon (FGD). -

a'orgamsas1 sebagal ber1kut '
~a. Perencanaan - IR

o iéplmpman tertinggi di hngkungan Pemcrlntah Daerah e
b, §_Meng1dent1ﬁkas1 nilai-nilai = S

- isebagainya. A
o c Meng1dent1ﬁka51 area sens1t1f

- memungkinkan timbulnya konflik. Perlu dipastikan bahwa nilai-nilai

B ;"dan mencapai visi. S
-do Menetapkan penlaku utama

_» pemahaman umum yang bxasanya sangat lnas. . .
e. Merumuskan bagmmana mengukur perilaku utama

Adapun penjelasan dan langkah langkah pengembangan budaya kerjab_._f'ﬁ':‘,f R

o ,bahwa n11a1 n11a1 yang dlambll harus dldasarkan pada praktlk yang dlkenal . B
dan dapat d1laksanakan Pegawa1 di llngkungan Pemerintah - Kabupaten':___» S

:,f"f”KaranganYar v N11a1 n11a1 tersebut harus ‘ berakar pada ‘apa - yang :'.:.. . -
o ‘i_sesungguhnya berlaku dalam orgamsas1 dan han ke han untuk men_]adl' K

s :Pengggahan dan perumusan n11a1~n1lal yang dlgunakan adalah dengan cara;ff

. Adapun tahapan atau langkah Iangkah dalam merumuskan n11a1 n11a1‘

:‘,f':’ ~ ‘Pada tahap perencanaan langkah awal yang harus dllakukan adalahf""':"’ ke
membentuk tim. Dalam konteks reformam b1rokra51 tim ini dlperankan"::._I"’,_?{v
o §oleh Tim Manajemen Perubahan dltambah dengan part1s1pas1 aktlf dar1“j_ s

: ‘Referens1 dan mleu n11a1 haruslah dlturunkan dan visi - dan mISI
orgamsas1 tugas pokok dan - fungs1 organlsaSI dlperkaya denganﬁf’ S
‘peraturan perundang- undangan mempelagan organ1sa31 SeJems, dan‘ SR

*Mengidentifikasi area sens1t1f adalah meng1dent1ﬁkas1 area yang Ll

S tersebut telah cocok dengan upaya orgamsam dalam menjalankan mISI :

A Perilaku utama yang d1tetapkan ini harus mencermlnka.n n11a1 mlal yang 1 .
B telah d1sepakat1 Nilai adalah sebuah konsepS1 mental yang s1fatnya'v"_
umversal Sebagal sebuah - konsep universal, mlal'mlal mengandung S

yaltu ‘untuk mengetahui - seberapa jauh nilai-nilai itu d1terapkan atau
. seberapa jauh budaya kerja itu mudah terbentuk Maka dllakukanlah_:‘.;.;;
o pengukuran terhadap perllaku penlaku yang ‘telah. dltampﬂkan Oleh A

o %karena itu untuk mengukur atau mengetahui seberapa jauh nilai- n11a1 S
L itu diterapkan atau seberapa _]auh budaya kerja itu sudah terbentuk, - O

- maka kita melakukan pengukuran terhadap peralaku penlaku yang"_’;‘; j c

B b,»v.-,"?.target (penia.ku yang d1ta1np11kan dan hasﬂ ker_]a yang dunglnkan)

;dltampllkan Langkah ini merupakan bagian penting dari membangun - -
. ;?kerangka kerJa strategls yang’ kuat Nilai- n11a1 orgamsasa harus diikat = -
. dengan scorecard kmerja yang bensl matrlks (apa yang dlukur) dan



w»

2. Implementa31 - .
Setelah nilai-nilai beserta cara pengukurannya selesa1 dldeﬁmslkan,
tahap selanjutnya adalah : : ~
a. Mendeklarasikan Nilai-Nilai
- Mendeklarasikan nilai dan membangun komxtrnen untuk menerapkan
. budaya kerja serta dilanjutkan dengan mensosialisasikan dan
mengmtemahsamkan Mendeklarasikan budaya kerja merupakan
tahapan penting, dimana secara formal dinyatakan bahwa proses
pembangunan/pengembangan budaya kerja dimulai. Secara umum
~ tujuan pendeklarasian ini adalah untuk membangun komitmen. Oleh
. Kkarena itu deklarasi harus dilakukan oleh Pimpinan tertinggi
Pemermtah Daerah yang dihadiri oleh jajaran plmpman Pera.ngkat
 Daerah /unit kerja serta seluruh PNS. ' -
b. Sosialisasi
- Proses sosialisasi yaitu proses mengkomunikasikan apa yang telah
- disepakati untuk membangun mindset dan keterlibatan seluruh pegawai.
* Sosialisasi dilakukan dengan tujuan agar nilai-nilai dasar budaya kerja
diketahui dan dipahami oleh para aparatur pemerintah. .
~ Beberapa cara atau media yang dapat digunakan untuk melakukan
- sosialisasi antara lain dalam bentuk wawancara, ceramah, Pelatihan di
Kantor Sendiri (PKS), diskusi, workshop, pendidikan dan pelatihan, focus
- group discussion (FGD) dan lain sebagainya.
Seluruh cara komunikasi atau sosialisasi dan internalisasi ini sangatlah
bervariasi dan dapat dikreasikan antara lain dengan membentuk
KBK ditingkat Perangkat Daerah /unit kerja. Pembentukan KBK di
setiap Perangkat Daerah Junit kerja dipilih dengan pertimbangan,
- antara lain : '
1) mempercepat proses rasa mem1hk1 dan internalisasi;
2) mempercepat proses pengambilan keputusan;
-3) memperkuat komunikasi antar individu dalam unit kerja dan antar
unit kerja;
~ 4) mempermudah koordinasi; dan
- 5) mempermudah proses monitoring dan evaluasa
- Secara umum aktivitas KBK dalam proses sosialisasi dan internalisasi
" nilai- nilai dalam mengembangkan budaya ker_]a adalah melakukan
- diskusi. Diskusi dilakukan dengan tujuan untuk :
1) memastikan pemahaman bersama terhadap mlau n11a1 yang telah
' dlrumuskan, :

2) merumuskan aphkas1 nilai-nilai tersebut dala.m aktivitas kerja sehari-
: hari; -

+ 3) memastikan peran dan tanggung Jawab masmg-masmg anggota dalam
- aplikasi nilai-nilai tersebut;
' 4) memecahkan masalah dalam rangka membangun budaya kerja serta
; mendorong berkembangnya budaya inovatif melalui pendekatan
aktif pembelajaran terhadap inovasi yang dilakukan oleh instansi
lain baik secara nasional maupun internasional; dan

o f 5) merumuskan dan menyetujui mekanisme kerja yang akan dijalankan.



- c. Internahsam

o Internahsas,l adalah keglatan untuk menanamkan n11a1-n1la1 dasar o
budaya ker_]a ke dalam jiwa . set1ap 1nd1v1du pegawa1 Sasaran dari L

}1ntemahsa31 ‘adalah n11a1-n11a1 dasar budaya kexja yang dlsampalkan -
L dapat merasuk dalam jiwa setlap individu pegawai. Pen_]lwaan nilai-nilai =

dasar budaya kexja tersebut akan tercermin dari sikap dan penlaku para_i v o

- pegawai dalam menjalankan tugas dan pekeljaannya sehari-hari. |
- Beberapa- cara atau media ‘yang dapat digunakan untuk melakukan

o mternahsa& n11a1-n11a1 budaya kerja bagi aparatur pemenntah antara o
- lain dapat dilakukan dalam bentuk mmd settmg, outbond, workshop atau .

o cara yang lamnya i

' Proses internalisasi nilai- n11a1 dasar budaya kexja has1lnya akan Ieb1h" B
L efektif apablla praktiknya di lapangan ada contoh dan keteladanan dan' R
- pimpinan. Yang dimaksud dengan pimpinan adalah plmplnan pada'. o
- semua level organisasi, mulai dan pejabat yang pahng atas sampai yang - o
: »pahng bawah termasuk ketua—ketua kelompok Jabatan fungswnal Secara . o
B normatlf pengembangan budaya kerja memang merupakan kewa_uban RS
v semua pegawm, tetap1 tanggung Jawabnya ada pada plmplnan Oleh =
karena ‘itu, adanya . komltmen dan keteladanan p1mp1nan dalami

- menerapkan n11a1-n11a1 dasar budaya ker_ja sangat dlperlukan A

- d,'Instltu81onahsa81 v SR R o SEUETE T
o Insﬁtusmnahsam adalah penerapan n11a1-n11a1 dasar budaya kerja pada PR
 seluruh unsur yang ada pada ‘suatu - organisasi. Sasaran dari

'1nst1tusmnahsas1 yaitu bahwa nilai- nilai' dasar budaya . kerja telah P
" melembaga atau membudaya dalam suatu organisasi (corporate culture). -
o _Inst1tus1onallsa31 budaya kerJa akan. terwu3ud apablla semua peraturan,ﬂ -
,»kebuakan, sistem dan prosedur kerja suatu orgamsas1 (mstansx/umt T

‘kerja) telah mencerminkan semua n11a.1-n11a1 dasar budaya kerja.

‘_Untuk melakukan 1nst1tus1ona11sas1 nilai-nilai dasar budaya kerja, _
'set1ap Perangkat Daerah ‘harus mehbatkan dan menggerakkan semua =

o unit-unit di bawa.hnya sampai unit-unit yang terkecil. Unit-unit terkecil
 tersebut termasuk di dalamnya adalah kelompok-kelompok- jabatan =

 fungsional. Dengan demikian setiap unit organisasi sampai unit-unit yang
 terkecil ‘semuanya mempunya.l kewajlban dan tanggung Jawab untukg
menmgkatkan kmer_]anya Perbaikan kmer:]a tersebut dllakukan dengan R
- cara memperbaiki sistem, prosedur maupun tekmk kerja sesuai dengan - N
n11a1-n11a1 dasar budaya kerja. Selanjutnya semua sistem, prosedur dan |
: tekmk kerja yang telah dltetapkan harus ‘menjadi komitmen bagi semua‘":"' .
g pegawal yang ada pada unit organisasi bersangkutan. Apablla mlal-mlal .
 dasar budaya kerja telah ‘diterapkan di setiap unit organisasi, - maka'v'

o secara otomatis nilai-nilai dasar budaya kerja telah d1terapkan i

' pada seluruh unsur organisasi. Apablla hal ini tercapai berarti organisasi =~ S
' bersangkutan telah mencapa1 1nst1tus1onal1sa31 n11a1-n11a1 dasar budaya‘»._‘ C

: -kerja

_Dar1 uraian dlatas Jelas bahwa sasaran akhlr dan pengembangan budaya" .

kerja adalah terwujudnya 1nst1tusmna11sasx nilai-nilai dasar budaya kerja. -
’ Dengan demlklan hakekat pengembangan budaya kerja pada dasarnya ,
'menanamkan n11a1-n11a1 dasar budaya kelja, baik pada individu pegawai
. maupun 1nst1t1131/lembaga Untuk : dapat - mengetahui  apakah



. 1nst1tus1onahsa31 n11a1- n11a1 dasar budaya benar-benar telah terwujud o
- maka idealnya setiap nilai-nilai dasar budaya kerja harus dapat diukur .
" ’:f‘»—,tmgkat ‘keberhasilan = penerapannya. Untuk keperluan pengukura.n Col

: tersebut maka set1ap n11a1—n11a1 dasar budaya ker_]a perlu dlrmc1 unsur-

unsurnya terleb:h dahulu dan kemud1an d1tetapkan indikator . :

,gkeberhasﬂannya

L Beberapa kriteria tolok ukur keberhasﬂan 1mp1ementas1 budaya kerja, A

. yang dapat d1kembangkan, antara lain :

e 1) terjadinya perbaikan kebljakan dan pelayanan pubhk

2) texjadmya perbaikan sistem manajemen dan pelayanan rhasyarakat
- -3) terjadlnya efektivitas pengawasan dan penegakan hukum.
- 4) membentuk role model agen perubahan dan kelompok 1ntegr1tas

3. Momtonng dan Evaluam : S Lo v
" Monitoring dan = evaluasi menggunakan - Peraturan Menterl - Negara
: :»_*Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/Ol /M. PAN/Ol /2007 tentang =
- Pedoman Evaluasi Pela.ksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada Instansi o

B vPemermtah Dalam pedoman tersebut dapat dievaluasi nilai- mla; ’ budaya_

ker_]a ‘untuk penguatan pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja d1

. hngkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang meliputi : o
a. penerapan nllal-mlal budaya kerja dalam kepemimpinan dan manajernen,,

b penerapan n11a1 nilai budaya ket]a dalam pola pikir dan cara kerja, dan
c. penerapan mla1-n11a1 budaya kelja dalam perllaku ker_la ‘

C KELOMPOK BUDAYA KERJA . . v . : -
o - Dalam proses sosmhsam 1nternahsa31, dan 1nst1tu81onahsas1 mla1- o
" mla1 dasar budaya kerja pada Perangkat Daerah, peranan KBK adalah sangat‘* B

__l'fbesar KBK adalah. kelompok kerja yang dibentuk secara khusus untuk
. membantu - Pimpinan Perangkat Daerah dalam hal pelaksanaan -

*_}'.v'pengembangan Budaya Kerja. - I - .
'I‘ugas-tugas g membantu : P1mp1nan Perangkat Daerah tersebutrufjf o
X antara . lain melakukan kegiatan sosialisasi, internalisasi = dan »
1nst1tu31onahsasx nllax-'nllal dasar- Budaya Kerja, memberikan contoh dan P
o teladan dalam penerapan nilai- n11a1 ‘dasar Budaya Kerja, serta secara aktlf
mendorong para pegawa1 dan umt-umt orgamsam untuk menerapkan mlal-» '

" :v_.n1la1 dasar Budaya Kerja , : : SR
o Selain tugas - tersebut d1 atas, tugas pentmg lamnya adalah '}: DR
1kut memecahkan . masalah Budaya Kerja  yang ada pada unit kerja

E ;bersangkutan Dalam rangka pemecahan masalah, KBK perlu melakuka_n R

berbagau akt1v1tas ‘seperti mengidentifikasi/ menglnventansaSl masalah, o
o membuat prlontas masalah mencari penyebab masalah, membuat rencana
tlndakan (action plan), melaksanakan ‘rencana t1ndakan, mengecek hasﬂv L
B pelaksanaan tlndakan, dan membuat korek31 yang diperlukan. Dalam'

_ »:,menjalankan tugas-tugas tersebut KBK harus selalu berkonsulta31 dengan :

.",Penanggung]awab pengembangan Budaya Kerga Terutama dalam hal =~
~ penentuan penyebab masalah dan pembuatan rencana tmdakan, KBK harusf-" B

memmta arahan dan persetujuan dari Penanggung;awab Rencana tindakan
~ yang telah d1tetapkan akan menjadi kegiatan- keglatan yang termuat dalam" v

o rencana ker_]a Budaya Kerja pada umt kerJa bersangkutan



. Rencana tindakan yang dibuat oleh KBK dengan persetujuan
Penanggungjawab isinya bisa cukup luas, yaitu mencakup nilai-nilai
‘dasar Budaya Kerja apa saja yang perlu dibenabhi, serta peraturan- peraturan,
sistem- sistem, prosedur-prosedur dan teknik-teknik kerja apa saja yang
harus diperbaiki. Setelah rencana tindakan dibuat, yang bertanggungjawab
atas  pelaksanaannya adalah pimpinan pada semua level organisasi,
tergantung pada lingkup permasalahan apa yang harus diperbaiki. -

. Adapun struktur, pembentukan dan persyaratan KBK sebaga1 berikut :
1. Struktur o :
Dalam rangka mengoptlmalkan pelaksanaan pengembangan Budaya
Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, maka perlu
dibentuk KBK pada setiap Perangkat Daerah dan unit kerja di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Agar KBK Perangkat Daerah dan unit

kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dapat berjalan L

efektif, maka susunan keanggotaan KBK mengikuti alur jenjang jabatan
struktural. -
Dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
- Nomor 170/M.PAN/6/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan
‘Budaya Kerja Aparatur Negara dinyatakan bahwa salah satu prinsip

'Z’penerapan Budaya Kerja di lingkungan aparatur negara adalah mengikuti o

mekanisme kewenangan dan tanggung jawab dalam pembinaan
kepegawaian yang berlaku pada instansi pemerintah.

Sebagaimana diketahui, kewenangan dan tanggung jawab pembinaan
kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terletak pada para pejabat
}}struktural Oleh karena itu, walaupun organisasi Budaya Kerja merupakan
organisasi informal, tetapi personilnya sedapat mungkin diisi oleh para
pej jabat struktural.

2. Pembentukan dan Persyaratan
~ a. KBK ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
~ b. Penanggung jawab KBK adalah Kepala Perangkat Daerah ; » -
c. Fasilitator KBK adalah pejabat struktural/pegawai yang memiliki
- . ‘pengetahuan tentang Budaya Kerja dan komitmen untuk menularkan,
- membangkitkan dan mengembangkan Budaya Kerja.

: i) Sekretariat D'aerah adalah Pejabat Struktural Eselon II.b;

~2) Sekretariat DPRD, Inspektorat Dinas, Badan dan Kecamatan adalah -
Pejabat Struktural Eselon III;

d. Ketua KBK pada : ’
1) Sekretariat Daerah adalah Pejabat Struktural Eselon II. b

- 2) Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan adalah
Pejabat Struktural Eselon III; ‘

e Sekretaris KBK pada '
. 1) Sekretariat Daerah adalah PeJabat Struktural Eselon III

? 2) Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan adalah

- Pejabat Struktural Eselon 1V;
f. Ketua dan Sekretaris dapat merangkap sebaga.l anggota;
. Keanggotaan dalam KBK adalah ASN pada Perangkat Daerah;
. :ASN yang menduduki sekretaris dan anggota KBK diprioritaskan ASN
 yang dapat dijadikan teladan bagi ASN  lainnya dan tidak
memandang senioritas jabatan/pangkat/golongan/masa kerja; dan

,":."OQ



ASN yang duduk dalam keanggotaan KBK adalah orang—orang yang
| rnempunyal ‘sifat persua31f komumkatlf akomodatif, demokratis dan
' v:lapat menjadl teladan dalam penerapan n1la1-mla1 dasar Budaya Kerja

’ %’"Aktmtas kelompok-kelompok Budaya Kerja ini terdm dari proses o
| t 8081allsa31 dan 1nterna.llsa81 melalui dlskus1 dengan tujuan : -
 a. memastikan pemahaman bersama terhadap n11a1-n11a1 yang telah ‘
|  'dirumuskan; ' » |
-~ b. merumuskan - aphka81 n11a1-n11a1 tersebut dalam penlaku akt1v1tas keljav_” o
S, sehari-hari; - o R
- c ‘memastikan peran dan tanggung Jawab masmg—masmg anggota dalam :
 aplikasi nilai-nilai tersebut; : o
”d.f memecahkan masalah dalam rangka membangun budaya kexja serta o
o ,mendorong berkembangnya budaya inovatif melalui pendekatan - aktif-

. tpembelajaran terhadap inovasi yang dllakukan oleh 1nstan31 lam balk‘ E

~~ secara nasional maupun internasional; dan :
e merumuskan dan menyetujul mekamsme kelja yang akan dljalankan

Setelah kelompok d1bentuk : selanjutnya dapat d1ber1 ) nama o

| ; | sesnal karakteristik dan  kreativitas _ masmg—masmg kelompok yang S
kemud1an dltetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah -

Upaya membentuk budaya ker_]a yang ba1k dapat dllakukan dengan‘-i N

menc;ptakan llngkungan kelja yang kondusif sehlngga menJadlkan seluruh

- anggota organisasi dapat melakukan tugas dan peran mereka secara optimal.

~ Kondusifitas dalam bekerja ini dapat berupa ruangan yang nyaman, bersih, o

) ‘rapi, mdah dan sesuai dengan pola ker_]a, penataan kearsipan yang tertib dan
teratur, serta adanya motto/ slogan yang menjadl sumber motivasi dalam' :
bekerja - - v S

D SYARAT-SYARA’I‘ KEBERHASILAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA : o
Pengembangan dan penerapan Budaya Ker_;a dapat berhasﬂ apablla K
: terpenuhlnya ' " ' ' '

a. komltmen dan lepman tertlnggl Perangkat Daerah

b n11a1 n11a1 pembentuk 81kap perllaku posmf dan produktlf yang ‘,
. Atelah dirumuskan dan akan diterapkan, dapat dlmengertl dan dlpahamx -
o ’dengan mudah oleh seluruh Pimpinan dan ASN; S
- c lepman pada setiap  jenjang menjadi panutan/ contoh pencrapan o
o n11a1—n11a1 di lmgkungan Perangkat Daerah _ S
d. antara P1mp1nan dan . PNS saling percaya, saling terbuka dan
‘ mencrlma perubahan kebl_]akan serta metoda ker_]a yang baru yang 1eb1h B
~ efektif; | e , SR
e. Budaya Kex;]a harus terkalt la.ngsung dengan kepentmgan pclaksanan o
}tugas pekerjaan, dan masalah masalah yang d1hadap1 bersama oleh
~ Perangkat Daerah; dan : . :
S Budaya Kexja dlterapkan secara kon31sten, d131phn dan berkelanjutan



. PENUTUP

Pengembangan Budaya Kelja dengan penanaman nilai- n11a1 baru
yang lebih mendorong tercapainya tujuan reformasi birokrasi adalah suatu
hal yang tidak dapat ditunda, karena hal ini merupakan salah satu faktor
keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi. Dalam Peraturan Bupati ini
juga diperjelas keterkaitan budaya kerja dalam reformasi birokrasi
dengan manajemen perubahan. Secara teknis Peraturan Bupati ini
menjelaskan 3 (tiga) tahapan dalam mengembangkan budaya kerja yaitu :

1. Perumusan nilai-nilai, melalui 5 (lima) langkah, yaitu: menyusun,
merencanakan, mengidentifikasi nilai-nilai, mengidentifikasi area
, sensmf menetapkan penlaku utama, merumuskan bagazmana mengukur '
perilaku utama; ’
2. Implementa31, yang dllakukan melalui keglatan mendeklarasikan nilai-
n11a1, sosialisasi, internalisasi dan 1nst1tu81onahsa31, dan
3. Monltonng dan evaluasi.

' { Seluruh Pimpinan‘Perangkat Daerah dengan dasar pedoman ini
 berkewajiban untuk meningkatkan - kinerja aparatur pemerintah di
" lingkungan Perangkat Daerah masing-masing melalui KBK dan forum-
forum- profesional. Dengan keberhasilan penerapan dan pengembangan
Budaya Kerja aparatur pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten -
Karanganyar, diharapkan dapat mendukung percepatan terwujudnya tata
kelola pemerintahan yang baik (good governance), pemerintahan yang
profesional dan berintegritas tinggi yang. mampu menyelenggarakan
pelayanan prima kepada masyarakat dan rnanajemen pemenntahan yang
demokratls

‘BUPATI KARANGANYAR,
ttd

JULIYATMONO - -



